PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1994
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG

Menimbang

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan

perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di
bidang perekonomian, termasuk perkembangan bentuk-bentuk dan
praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

. bahwa dalam wupaya untuk selalu menjaga agar perkembangan

perekonomian dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan
pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana
diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan agar lebih
dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi
berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek
penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan
langkah-langkah penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewabh;

c. bahwa...
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. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah

beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah;

. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang

Dasar 1945 :

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3264);

Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 —

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

PASAL |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewabh, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf i, huruf k sampai
dengan huruf p, huruf r sampai dengan huruf w, diubah, dan
ditambah dengan huruf X, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi

berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang di

dalamnya berlaku peraturan perundang-undangan Pabean;

b. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau
hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak

bergerak maupun barang tidak berwujud;

c. Barang...
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c. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada

huruf b yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;

d. Penyerahan Barang Kena Pajak :

1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena

2)

Pajak adalah:

a)

b)

f)

9)

penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu
perjanjian;
pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu

perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;

penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang

perantara atau melalui juru lelang;
pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;

persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih
tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang
Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut

menurut ketentuan dapat dikreditkan;

penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang
atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar

Cabang;

penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang

Kena Pajak adalah :

a)

penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang

Hukum Dagang;

b) penyerahan...
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penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan

utang-piutang;

penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada angka 1) huruf f) dalam hal Pengusaha Kena Pajak

memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang;

penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan
bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan
seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan

pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak;

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan
suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak
tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan
untuk menghasilkan barang karena pesanan atau
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari

pemesan;

Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud
pada huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan

Undang-undang ini;

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan
pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada
huruf f, termasuk Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk
kepentingan sendiri atau Jasa Kena Pajak yang diberikan

secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak;

Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari

luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean;

i) Ekspor...



